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ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah disebutkan Usaha Berbasis Syariah adalah setiap
jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi antar lain
perbankan syariah, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan
Usaha Perbankan Syariah.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893), PP 25 Tahun 2009 (LN
Tahun 2009 No. 48, TLN No. 4988), Keppres 56/P Tahun 2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari
kegiatan usaha Perbankan Syariah berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan. Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh
Perbankan Syariah, termasuk bonus, bagi hasil, margin keuntungan, dan imbalan lainnya merupakan
objek Pajak Penghasilan. Bonus, bagi hasil, dan margin keuntungan yang diterima atau diperoleh
Perbankan Syariah dari kegiatan/transaksi Nasabah Penerima Fasilitas merupakan objek Pajak
Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas
bunga. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Perbankan Syariah selain dari penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari Nasabah Penerima Fasilitas, dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan
ketentuan yang mengatur mengenai transaksi antara Perbankan Syariah dengan Nasabah Penerima
Fasilitas. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor dari
Perbankan Syariah dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk bonus, bagi hasil, dan
penghasilan lainnya atas dana yang dipercayakan atau ditempatkan dan dana yang ditempatkan di
luar negeri melalui Bank Syariah atau unit usaha syariah yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia atau cabang Bank Syariah luar negeri yang berkedudukan di Indonesia, dikenai Pajak
Penghasilan sesuai ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga. Perbankan Syariah dapat
membebankan biaya dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-
Undang Pajak Penghasilan, termasuk bonus, bagi hasil, dan imbalan lainnya yang dibayarkan atau
terutang oleh Perbankan Syariah kepada Nasabah Penyimpan dan Nasabah Investor kecuali biaya
penyusutan dalam rangka pembiayaan dengan akad ljarah Muntahiyah Bittamlik dan jumlah yang
diperjanjikan dalam akad berdasarkan Prinsip Syariah.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2011 dan diundangkan pada tanggal 19
Agustus 2011.



